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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Prostitusi Terselubung
Oleh Panti Pijat Refleksi Di Kota Palembang. Rumusan Masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap praktek
prostitusi terselubung oleh panti pijat di kota Palembang dan bagaimana
upaya penanggulangan tindak pidana terhadap prostitusi terselubung di kota
Palembang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris
yuridis dengan jenis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penegakan hukum prostitusi di kota Palembang diatur melalui pengaturan
Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pemberantasan Pelacuran dan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Jo.
2007. Dalam penerapan peraturan ini pihak aparat penegak hukum juga
memiliki beberapa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi
di kota Palembang diantaranya Preventif dan Represif.

Kata Kunci : Prostitusi, Penegakan Hukum, Aparat Penegak Hukum




BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman saat ini telah merubah standaritas kehidupan
masyarakat. Terutama masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, banyak
membawa pengaruh terhadap gaya hidup yang serba modern. Gaya hidup
modern yang tidak diikuti dengan norma-norma serta ajaran agama sehingga
memicu dampak negatif bagi setiap masyarakat. Setiap orang ingin
merasakan kehidupan yang nyaman dan makmur serta mengejar gaya hidup
yang terus berkembang. Untuk mendapatkan hasil tersebut, banyak dari
mereka yang menempuh dengan cara yang salah dan terlarang untuk
mendapatkannya.t

Seiring berjalannya waktu, mereka bersaing satu sama lain untuk
kesejahteraan kehidupan pribadi meraka. Oleh karena itu, dalam proses
persaingan, banyak orang menggunakan berbagai cara buruk hanya untuk
mengambil jalan pintas dan mencapai kehidupan yang nyaman dan sejahtera
yang diinginkannya. Mereka melakukan berbagai cara seperti membuat
tempat usaha berkedok panti pijat atau spa penyediaan prostitusi dan layanan
lainnya. Hal ini secara tegas dilarang dan tidak diperbolehkan baik dalam

agama maupun negara karena itu bukanlah cara yang baik untuk hidup

!lhda Aulia Rahma, Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan
Hukum Kejahatan Prostitusi, di akses dari
(http://digilib.uinsby.ac.id/52871/2/Ihda%20Aulia%20Rahmah_C93218085.pdf), pada tanggal (24
September 2022), Pukul (16.07 WIB).



http://digilib.uinsby.ac.id/52871/2/Ihda%20Aulia%20Rahmah_C93218085.pdf

bermasyarakat dan bernegara.? Hakikatnya keuntungan tidak diperoleh
dengan cara curang, tetapi dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada. Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai
kejahatan tidak senonoh, illegal dan pelanggaran hak asasi manusia. Istilah
“prostitusi” atau biasa diartikan dengan istilah “pelacuran”, telah menjadi
perbincangan publik. Di Indonesia tidak ada pembicaraan yang tersebar luas
dan dimaknai secara objektif, namun sebenarnya dapat dilihat bawa
menyalahkan pelacur seringkali untuk tujuan komersial semata, sedangkan
kelompok tertentu mengganggap pelacur adalah wanita tidak bermoral yang
masuk ke dalam dunia gelap karena berbagai hal, tidak memperhatikan
keterkaitan dengam berbagai aspek kehidupan sosial terkait dengan lahirnya
seorang pelacur, dan tidak tahan iman serta tidak menyukai “pelacur”.’
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi adalah pertukaran
hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai transaksi perdagangan
dan pelacuran. Selain itu, prostitusi juga dapat dijelaskan sebagai hubungan
seks dengan banyak pasangan yang bukan istri atau suaminya di berbagai
tempat, (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya
mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Prostitusi di
Indonesia dianggap kejahatan terhadap kesusilaan dan illegal serta

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.*

2Ibid.

3Yesmil Anwar, Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Grasindo, 2010), HIm. 354.

“Heriana Eka Dewi, Memahami Perkembangan Fisik Remaja, (Yogyakarta: Gosyen
Publishing, 2012), HIm. 81.



Menurut Kartini Kartono yang dimaksud dengan prostitusi adalah
bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi manipulasi atau
dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk
pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang
(promiskuitas), disertai eksploitas dan komersialisasi seks, yang impersonal
tanpa afeksi sifatnya. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri
(persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan
kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan
imbalan pembayaran.®> Menurut Bonger di dalam Mudjijono, prostitusi adalah
gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual
sebagai mata pencahariannya.®

Banyak juga yang berpendapat, khususnya di kalangan ulama dan
pemuka agama, bahwa prostitusi itu pekerjaan yang tidak manusiawi dan
tercela. Dalam hukum positif juga telah dijelaskan larangan tindak pidana
prostitusi, dimana praktek ini akan berdampak buruk dengan merugikan
moral kemanusiaan. Pelacuran menjadi semakin merajalela, mengakibatkan
berbagai hal, antara lain tidak adanya jaminan pemerintah untuk menegakkan
dan memberantas tindak pidana prostitusi. Namun, kurangnya Pendidikan di
Indonesia mungkin juga menjadi faktor berkembangnya prostitusi di

Indonesia.’

SKartono Kartini, Patologi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005), Him. 214.
8Endang R Setyaningsih Mamahit, Perempuan-perempuan Keramat Tunggak, (Jakarta:
Kepustakaan Popular Gramedia, 2010), HIm. 44-45.

’Syam Ramadhani, “Dilema prostitusi panti pijat”, Jurnal Integrasi dan Harmoni
Inovatif, Vol. 2, No. 3, (Januari, 2022), HIm. 237, http://journal3.u, diakses pada 20
September 2022.
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Faktor yang mendorong seseorang untuk melacurkan diri adalah karena
kondisi ekonomi memaksa seseorang untuk melakukan prostitusi. Faktor ini
meliputi antara lain berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi
rendah, kebutuhan mendesak, uang untuk menghidupi diri sendiri dan
kebutuhan keluarga, tidak memiliki pendapatan, tingkat rendah pendidikan,
kurangnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya di tempat
pelacuran. Bergabung dengan arus prostitusi dipandang sebagai pilihan yang
mudah untuk mencari nafkah karena rekan kerja mereka sudah melakukannya
dan prostitusi adalah pekerjaan alternatif. Faktor umum lainnya yang
menyebabkan terjadinya prostitusi menurut Paisol Burlian yaitu faktor moral
atau akhlak, faktor ekonomi, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor
kemalasan, faktor biologis, faktor yuridis dan faktor pendukung.

Larangan prostitusi saat ini sebenarnya terdapat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, hanya saja aturan-aturan tersebut dinilai
belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna atau konsumen jasa
prostitusi. Berbagai peraturan tersebut seperti Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur prostitusi kejahatan kesuilaan
dalam Pasal 296 bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan
perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai
pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu
rupiah.”

Dalam Pasal 297 mengenai perdagangan wanita bahwa :
“Perdagangan wanita dan perdagangan laki-1aki yang belum cukup

’

umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.’



dan terdapat pula Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang mengatur mengenai perbuatan zina.®
Dalam pasal-pasal tersebut sekalipun germo, mucikari, atau pemilik
atau pengelola. Telah diancam tegas dengan adanya ketentuan khusus dalam
KUHP yang mengatur pidana bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi,
tetapi jika pengguna atau konsumen jasa prostitusi telah beristri/bersuami
maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.
Namun pada kenyataannya germo, mucikari atau perdagangan wanita masih
terus dilakukan tentunya aparat penegak hukum menghadapi suatu masalah
sosial yang sulit dipecahkan bahkan hampir tidak sama sekali tersentuh oleh
aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti kegiatan prostitusi yang
dilakukan secara langsung maupun sembunyi-sembunyi.
Penegakan hukum terhadap prostitusi saat ini masih sangat jauh dari
yang seharusnya. Banyak prostitusi dilakukan di setiap daerah termasuk di
kota Palembang yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum bahkan
hampir sama sekali tidak tersentuh olehnya. Pelanggaran prostitusi ini luput
dari pandangan mereka apalagi tempat-tempat usaha terselubung yang
berkedok seperti panti pijat, refleksi, salon kecantikan dan SPA.°
Di dunia kesehatan juga sudah sering diperingati akan terjadinya

bahaya penyakit-penyakit kelamin yang mengerikan akibat prostitusi seperti

8Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), HIm.
22-23

®Usrotul Hasanah, “Implementasi Peraturan Derah Nomor 27 tahun 2004 tentang Larangan
Pelacuran”, Jurnal llmiah, Vol. 17 No. 1, (Mei, 2021), HIm. 26, 24 Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 27 tahun 2004 ..., diakses pada 21 September 2022.
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HIV/AIDS. Bahkan ada juga salah satu atau sebagian masyarakat yang sudah
terkena penyakit tersebut. Akan tetapi masyarakat masih saja
menggampangkan dan meremahkan hal tersebut.

Hal ini sebagaimana dialami oleh provinsi Sumatera Selatan khusunya
di Kota Palembang. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja ada 366 pelanggaran yang terjadi di tahun 2022. Diantanya di
Kota Palembang khususnya di JI. Kol H. Burlian dan di JI. llir Barat Permai
Radial prostitusi terselubung sudah bukan rahasia lagi. Hampir setiap
masyarakat sudah mengetahui tempat tersebut. Yang dijadikan praktek
prostitusi terselubung menyiapkan wanita sebagai pemuas nafsu. Diantaranya
banyak yang berkedok panti pijat, salon dan SPA di Kota Palembang. Di
setiap tempat tersebut disediakan wanita-wanita cantik dan seksi. Mereka siap
memuaskan para lelaki hidung belang. Di tempat tersebut selain memberikan
pelayanan plus selain pijat, spa dan salon mereka juga menyediakan kamar-
kamar untuk wanita pemuas nafsu lelaki.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk
mengkaji, meneliti dan selanjutnya menuangkannya dalam suatu karya tulis
ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Prostitusi

Terselubung Terhadap Panti Pijat Refleksi Di Kota Palembang”.

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:



C.

1.  Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek prostitusi terselubung
oleh Panti Pijat di kota Palembang ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terhadap praktek

prostitusi terselubung di kota Palembang ?

TUJUAN PENELITIAN

Setelah ditentukan rumusan masalah penelitian ini, maka penulis perlu
diketahui apa tujuan dari penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui tujuan
dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejaun mana penegakan hukum
terhadap praktek prostitusi terselubung oleh Panti Pijat di kota
Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak

pidana terhadap praktek prostitusi terselubung di kota Palembang.

MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penulis juga
berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaat dari
penelitian ini sebagai berikut:
1.  Manfaat teoritis

a. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan

sumbangan ilmu pengetahuan terhadap permasalahan yang diteliti,



terutama pada aspek penegakan hukum prostitusi terselubung
terhadap panti pijat refleksi di Kota Palembang.

b. Dapat dijadikan bahan tambahan sumber ilmu bagi para pencari
ilmu, khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum
prostitusi terselubung terhadap panti pijat refleksi di Kota
Palembang

2.  Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi tolak ukur
memberikan dan menambah pengetahuan serta masukkan kepada masyarakat
akademis, aparat penegak hukum dan semua pihak agar dapat memahami
lebih mendalam mengenai penegakan hukum prostitusi terselubung terhadap

panti pijat refleksi di kota Palembang.

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang
membatasi area penelitian. Dengan ruang lingkup penelitian dapat
menunjukkan secara pasti variable-variable mana yang akan di teliti dan mana
yang tidak.!® Maraknya kasus prostitusi terselubung saat ini, akibat dari
penyalahgunaan tempat pijat refleksi, spa, dan salon yang dijadikan tempat
pelacuran tersebut. Kegiatan prostitusi yang berkedok panti pijat, spa dan
salon merupakan kejahatan tindak pidana asusila yang dianggap telah

melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang

41.

107ainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), HIm.



maupun Peraturan Daerah kota Palembang serta melanggar norma-norma
yang berlaku di masyarakat. Perlunya penegakan hukum dengan cara
memberikan sanksi yang tegas guna memberantas penyakit masyarakat agar
tidak terjadinya hal tersebut. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini
hanya akan membahas tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap
prostitusi terselubung oleh panti pijat di kota Palembang dan bagaimana
upaya penanggulangan tindak pidana terhadap prostitusi terselubung di kota

Palembang.

KERANGKA TEORI
1.  Teori Penegakan Hukum
Ketika kita berbicara tentang penerapan hukum, Kkita tidak
memisahkannya dari berbicara tentang masalah hukum, menjadu sebagai
sistem aturan, nilai dan perilaku yang pada dasarnya merupakan poin
penilaian pandangan atau acuan sikap. Hukum pada hakekatnya bertujuan
untuk menjamin munculnya aspek positif untuk menghambat aspek negatf
kemanusiaan dan untuk mewujudkan keadilan bagi semua warga negara
tanpa memandang kelas sosial, ras, suku, agama atau jenis kelamin.!
Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan cita-cita keadilan,

kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, penegakan

"Venny Humairah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara

Online”, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2016), HIm. 5,
https://media.neliti.com/media/publications/184068-1D-none.pdf, diakses pada 21 September

2022.


https://media.neliti.com/media/publications/184068-ID-none.pdf,
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hukum pada dasarnya adalah proses gagasan. Penegakan hukum adalah
proses usaha untuk menegakkan dan menjalankan hukum secara nyata
sebagai pedoman bagi pelaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam
masyarakat dan negara. Penegakan hukum adalah upaya untuk
menghidupkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat
menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan
banyak hal.

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai hukum oleh aparat
penegak hukum dan oleh siapapun yang berkepentingan sesuai dengan
kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum pidana adalah satu kesatuan proses yang dimulai dengan
penyelidikan, penangkapan, penahanan, sidang terdakwa dan diakhiri dengan
pembetulan terpidana.*?

Menurut Moeltjatno, hal itu didasarkan pada pengertian dan
terminologi hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah
bagian dari tubuh hukum yang berlaku bagi negara yang memiliki unsur dan
aturan yaitu:

a. Menentukan tindakan yang tidak dapat dilakukan dengan di sertai

dengan ancaman atau sanksi berupa kepastian bagi siapa saja yang

melanggar larangan tersebut.

12Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Warta Edisi, Vol. 2, No.

1, (November, 2019), HIm. 71,
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349, diakses pada 21 September

2022.


https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349,

11

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara apa penjatuhan hukuman dapat dilakukan

jika orang tersebut diduga melanggar larangan tersebut.™

Menurut Friedman, system hukum (Legal system) memiliki cakupan
yang luas dari hukum itu sendiri, kata “hukum” sering mengacu pada aturan
dan peraturan, system hukum membedakan antara aturan dan peraturan,
struktur, serta Lembaga dan proses yang ada dalam system itu bekerjanya
hukum dalam suatu system ditentukan oleh tiga unsur yaitu:

a. Struktur hukum (legal structure) dalam pengertiannya struktur

hukum meerupakan pranata hukum yang menopang system hukum itu

sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, Lembaga-lembaga hukum,

perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka.

b. Subtansi hukum (legal substance) dimana merupakan isi dari hukum

itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang

bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam

masyarakat.

c. Budaya hukum (legal -culture), hal ini berkaitan dengan

profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,

BMoeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Surabaya: Putra Harsa, 2008), HIm. 23.
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dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu

sendiri.*

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) adalah sistem yang
dengan sengaja melakukan upaya penegakan yang dalam pelaksanaanya
dibatasi oleh mekanisme kerja dalam suatu aturan tentang prosedur tertentu
yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menghukum pelaku tindak
pidana dan menjamin penegakan hukum di suatu negara. Menurut Mardjono
Reksodiputro mendefenisikan sistem peradilan pidana sebagai sistem yang
berlaku dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam
arti mengatasinya dalam batas-batas toleransi sosial. Oleh karena itu, tujuan
dari sistem peradilan pidana yaitu:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat

puas karena keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dihukum.

3. Menjamin bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak

mengulangi kejahatannya.'®

“Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum
Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2017), HIm. 153,
https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/244, di akses pada 22 September
2022.

5Ferdian Rinaldi, “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan
Kepastian Hukum Dan Keadilan”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21, No. 2, (Januari, 2022), HIm.
180, https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153, diakses pada 8 Februari
2023.


https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/244,
https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153
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Sistem peradilan pidana adalah sistem yang didalamnya terdapat unsur
kepolisian, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan
berfungsi untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh
karena itu, sistem peradilan pidana yang dibangun diperlakukan dalam
masyarakat. Pelaku dari masyarakat kemudian memasuki tahapan sistem
peradilan pidana dan kemudian akan kembali ke masyarakat dalam keadaan
yang berbeda. Oleh karena itu, lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan
pidana harus selalu memperhatikan berbagai pertimbangan yang dihasilkan
dalam masyarakat.®

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan
suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam
gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka
menegah (pencegahan kejahatan) maupun jangka Panjang (kesejahteraan
sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang
kehidupan manusia. Maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan
selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdepensi), dengan
lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik,
pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan

pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system).t’

®Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadapn Korban Kejahatan,

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), HIm. 144,

Tindak
(http://!

"Yus Mujib, Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan
Pidana Ringan, di akses dari
repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI1%20BAB%2011.pdf), pada tanggal (24 September

2022),

Pukul (16.03 WIB).


http://repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf
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Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat
diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang
belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang
belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat terus
berkembang, memaksa hukum untuk berkembang pula, menyesuaikan
dengan keinginan masyarakat agar tetap menjaga rasa keadilan dan kepastian

hukum yang selama ini diinginkan.!8

METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris
yaitu penulis menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari
data lapangan melalui analisis serta menguraikan data yang penulis dapatkan
dilapangan berdasarkan fakta yang diperlukan tergantung pada masalah yang

dibahas oleh penulis teliti.

2. Jenis dan Sumber data penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan penulis teliti adalah menggunakan jenis
penelitian data deskriptif kualitatif. Berdasarkan jenis penelitian deskriptif
kualitatif penulis akan mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan

dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

Bpid.
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2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada saat penelitian berlangsung
dilapangan adalah menggunakan :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.
Data ini harus dicari melalui narasumber langsung atau dalam istilah teknis
responden yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana informasi atau data.*®
Berdasarkan data tersebut dalam penelitian ini penulis memperolah informasi
melalui hasil dari wawancara kepada pihak yang dianggap mengerti
mengenai objek penelitian dan dianggap sebagai aparat penegak hukum
diantaranya salah satu Bapak Herman Staff bagian bidang peraturan-
peraturan daerah satpol PP Kota Palembang dan Bapak Ridwan selaku
bagian unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Tabes Kota
Palembang, dan pelaku pengguna prostitusi terselubung yaitu dengan inisial
AR dan WD.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data seperti dari dokumen-dokumen dan lain-lain.
Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.?° Penulis
menggunakan data dalam penelitian ini studi pustaka dengan cara

mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek

19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017),
Him. 72.
Dlbid.
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penelitian. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dikelompokkan

menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan
hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.?! Bahan hukum
primer yang penulis gunakan meliputi :

a.  Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkasan
Rambuit.

b.  Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Pemberantas Pelacuran.

c.  Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Jo. 2007
tentang Ketentraman dan Ketertiban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer.?> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam
penelitian ini buku-buku, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan
judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011) Him. 93.

2] Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), diakses dari
(https://somdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf)
, pada tanggal (24 September 2022), Pukul (16.10 WIB).



https://somdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf

17

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang sifatnya
memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder.?® Bahan hukum terseier yang penulis gunakan seperti

kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan lain-lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan
penelitian yuridis empiris yang menelaah hukum sebagai pola perilaku yang
ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum lalu dikaitkan dengan fakta
realita permasalahan yang terjadi didalam objek yang penulis teliti.
Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi
data primer yang diperoleh langsung di lapangan yang ditunjukan kepada
penerapan hukum. Pendekatan ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana
penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan
Polisi Pamong Praja di Kota Palembang dan Sat Reskrim Polrestabes unit

Perlindungan Perempuan dan Anak.

4.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan
penulis untuk mengumpulkan data dari salah satu sumber data yang ada

dilapangan yang telah penulis tentukan. Dalam penelitian ini penulis

Zbid.
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menggunakan pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis yang sesuai
dengan penulis teliti.?* Dalam hal penelitian ini, penulis mengobservasi
mengamati secara langsung melalui tempat-tempat usaha Panti Pijat di Kota
Palembang yaitu, di sekitaran JI. Kol. H Burlian dan JI. llir Barat Permai
Radial.

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya
langsung kepada responden.? Bentuk komunikasi dalam interaksi antara
peneliti dengan narasumber agar mendapatkan informasi terkait penelitian
yang dibahas. Dalam hal ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepala
Kepala bidang bagian peraturan-peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong
Praja tentang penegakan hukum terhadap prostitusi terselubung terhadap
panti pijat refleksi di Kota Palembang dan Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak Satreskrim Polrestabes Kota Palembang.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang

merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

2Cholid Narbuo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), HIm. 192
SMasri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES, 2008), HIm. 85
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5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Palembang di Jalan Sukarela No. 129a, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota
Palembang, Sumatera Selatan dan Polrestabes Kota Palembang di Jalan Gub.

H Bastari, 8 Ulu, Kota Palembang.

6. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah sekelompok objek yang akan di teliti pada lokasi
penelitian yang telah di tentukan sebelumnya.?® Adapun yang menjadi
populasi yang digunakan penulis dalam penelitian adalah :
1) Staff Bagian Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Palembang.
2) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota
Palembang.
2. Sampel
Untuk mempermudah penulis dalam dalam melakukan penelitian maka
penulis menentukan sampel. Dimana sampel itu sendiri merupakan suatu
bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang

dianggap dapat menggambarkan data mewakili keseluruhan populasi.?’

ZBambang Wahyu, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), HIm. 44

2’ Amirullah, Populasi dan Sampel, diakses dari
(https://zenodo.org/record/825326/files/POPUL ASI%20DAN%20SAMPEL.pdf), pada tanggal (24
September 2022), pukul (16.00 WIB).



https://zenodo.org/record/825326/files/POPULASI%20DAN%20SAMPEL.pdf
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Untuk itu, yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini adalah salah satu
tempat usaha panti pijat terselubung yakni :

1) Usaha Panti Pijat di sekitaran JI. Kol H Burlian kota Palembang

2) Usaha Panti Pijat di sekitaran JI. llir Barat Permai Radial kota

Palembang.

7.  Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan
digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan,
termasuk pengujiannya.?® Analisis data secara kualitatif dalam penelitian ini
penulis menganalisis data primer dan sekunder agar mendapat jawaban dari
rumusan permasalahan yang penulis teliti dengan judul Penegakan Hukum

Prostitusi Terselubung Oleh Panti Pijat Refleksi Kota Palembang.

8.  Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan cara menyusun data
secara sistematis dan membentuk pola hubungan antar data dengan pemikiran
induktif dan deduktif. Dalam penelitian ini merupakan hasil dari analisis data
langsung dari lapangan, yang diolah dan dianalisis oleh penulis. Hasil dari

analisis tersebut kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan umum.

ZAhmad, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif ”, Jurnal

Proceedings IAIN, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2021), Hal. 175, https://e-proceedings.iain-
palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605, diakses pada 22 September 2022.



https://e-proceedings.iain-/
https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605
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